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Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu
persyaratan mendapatkan Gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta.








Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan
dan kelancaran kepada praktikan dalam menyusun laporan Praktik Kerja
Lapangan (PKL)  ini. Sehingga praktikan dapat melaksanakan serta
menyelesaikan Laporan PKL pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Jakarta
Timur.
Laporan PKL ini dibuat dalam rangaka memenuhi sebagaian
persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program
studi D3 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta.
Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL, praktikan
mendapat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga praktikan
dapat menyelesaikan laporan PKL  ini. Oleh karena itu, praktikan
mengucapakan terimakasih kepada:
1. Kedua orang tua dan keluaraga besar yang telah memberikan
doa, serta dukungan moril maupun materil
2. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang telah
banyak membantu dan memberiakan ilmu yang bermanfaat
selama praktikan duduk dibangku perkuliahan
3. Seluruh karyawan Unit Pelayanan Pajak Daerah Jakarta Timur
yang telah membantu praktikan pada pelaksanaan PKL;
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Praktikan menyadari bahwa terdapat keterbasan yang dimiliki dalam
penyusunan laporan ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun
sangat praktikan harapkan demi terciptanya perbaikan di masa
mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan hal
yang positif.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang PKL
Pada abad perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, maka
praktikan perlu meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang
handal dan siap pakai. Dengan demikian banyak lembaga pendidikan atau
unversitas menerapkan suatu sistem yang dapat menciptakan tenaga kerja
yang siap pakai dalam mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja yang
akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara kita. Melihat
kondisi yang sekarang ini, praktikan dituntut untuk bisa menguasai ilmu
yang kita terima didunia pendidikan dan dapat mengaplikasikannya didunia
bisnis atau kerja. Dalam mengaplikasikan pengetahuannya mahasiswa diberi
kesempatan untuk melakukan praktik kerja lapangan ke perusahaan maupun
instansi pemerintah.
Praktik Kerja Lapangan adalah salah satu bentuk emplementasi secara
sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus dengan
program penguasaan keahlian yang di peroleh melalui kegiatan kerja secara
langsung didunia kerja untuk keahlian tertentu. Oleh karena itu Program
Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
mengadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). PKL ini dilakukan praktikan
dibidang perpajakan daerah agar praktikan sendiri dapat menambah
pengetahuan
2B. Maksud dan Tujuan PKL
Dengan Praktik Kerja Lapangan ini praktikan diharapkan mampu
menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan ke dunia kerja dan
mendapatkan ilmu serta pengalaman baru dalam dunia kerja. Maksud dari
pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut:
1. Memantapkan, meningkatkan dan memperluas keterampilan yang di
miliki praktikan dalam dunia kerja.
2. Mengembangkan dan memantapkan sikap professional yang di perlukan
untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang masing-masing.
3. Sebagai sarana komunikasi antara mahasiswa dengan instansi atau kantor
tempat pelaksanaan kerja praktik
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk beradaptasi dengan
suasana atau iklim lingkungan kerja yang sebenarnya baik sebagai
pekerja mandiri terutama yang berkenan dengan di siplin kerja.
5. Memberikan masukan dan umpan balik guna perbaikan dan
pengembangan pendidikan
6. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapatkan diperkuliahan
dengan kenyataan dunia kerja yang sebenarnya.
3Dengan Praktik Kerja Lapangan ini praktikan diharapkan mampu
menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan ke dunia kerja dan
mendapatkan ilmu serta pengalaman baru dalam dunia kerja. Tujuan dari
pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh mahasiswa selama
duduk dibangku perkuliahan tidak hanya sebatas mengetahui teorinya saja
tetapi dapat mempraktikan secara langsung
2. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan
keterampilan mahasiswa sesuai dengan latar belakang bidang studi
3. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja mulai dari berinteraksi,
bersosialisasi, dan menyesuaikan diri dengan dunia kerja.Memberi
kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan sikap
disiplin, tanggung jawab, mandiri, kreatif, dan memiliki inisiatif yang
tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan
4. Meningkatkan wawasan kepada praktikan agar dapat lebih merasakan
pengalaman-pengalaman yang belum dirasakan sebelumnya.
5. Mewujudkan sosok praktisi yang terampil, kreatif, dan jujur, serta mampu
bertanggung jawab terhadap pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara.
4C. KEGUNAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perusahaan,
mahasiswa dan perguruan tinggi. Adaupun kegunaan PKL tersebut antara lain:
1. Bagi Mahasiswa ( Praktikan)
a. Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di bangku
perkulihan melalui praktik kerja lapangan
b. Melatih rasa tanggung jawab dan mentalitas mahasiswa dalam
bekerja.
c. Menambah wawasan di dalam dunia kerja, khususnya di bidang
akuntansi perpajakan, sehingga memiliki keterampilan sesuai
tuntutan lapangan kerja
d. Memperdalam dan meningkatakan keterampilan serta kreativitas
Praktikan
e. Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman selaku generasi
yang terdidik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di
lingkungan kerja
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
a. Memberikan gambaran bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia
kerja yang sebenarnya
b. Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang
terkait
c. Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja
5d. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan
sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha
e. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk menghasilkan tenaga-tenaga
terampil sesuai dengan kebutuhan perusahaan / Lembaga
3. Bagi Unit Pelayanan Pajak Derah Cakung Jakarta Timur
a. Adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu
pekerjaan operasional karyawan yang terkait. Serta praktikan dapat
membantu merekap hasil data yang diperlukan baik pekerjaan yang
telah bersifat sehari-hari ( tetap) maupun pekerjaan yang bersifat
tidak tetap.
b. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua
belah pihak.
c. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas yang
akan memasuki dunia kerja.  Serta secara tidak langsung perusahaan
telah memperkenalkan dan membuka wawasan tentang produk
perbankan yang dimiliki
d. Sebagai sarana untuk memberiakan kriteria tenaga kerja yang
dibutuhkan oleh perusahaan / lembaga yang terkait.
e. Membangun kemitraan, agar perusahaan dapat dikenal dalam bidang
akademik dan menjadi contoh instansi yang dapat menunjukkan
integritasnya.
6f. Untuk lebih menjalin hubungan yang baik, sehat, dan dinamis antara
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan Unit
Pelayanan Pajak Daerah Cakung Jakarta Timur.
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan
Praktikan melaksanakan PKL pada Unit Pelayanan Pajak Daerah
Cakung Jakarta Timur. Instansi ini dipilih karena bidang kerjanya sesuai
dengan program studi praktikan khususnya di bagian perpajakan
Nama Perusahaan : Unit Pelayanan Pajak Cakung Jakarta Timur
Alamat                  :  Jl. Raya Penggilingan,Komplek Pik (depan Masjid
Attaqwa/samping SMPN 236).Penggilingan,Jakarta
Timur
Telepon                : 021-2281625
Faximile : 021-46831556
Email : uppdcakung@gmail.com
Alasan Praktikan memilih PKL di Unit pelayanan Pajak Daerah yaitu agar
Praktikan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perpajakan.
7E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan
Waktu pelaksanaan PKL ini telah dilaksanakan mulai tgl 11 Juli 2016
sampai dengan 11 September 2016, bertempat di Unit Pelayanan Pajak
Daerah Cakung Jakarta Timur.
Berikut adalah perincian tahap pelaksanaan PKL :
1. Tahap Persiapan
Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat
permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan
dan Keuangan (BAAK) yang ditujukan ke Unit Pelayanan Pajak
Daerah Cakung Jakarta Timur. Setelah surat permohonan dibuat,
kemudian praktikan langsung memberikan surat permohonan PKL
ke Unit Pelayanan Pajak Daerah Cakung Jakarta Timur pada juni,
hingga akhirnya Praktikan mendapatkan izin untuk melakukan
Praktik Kerja Lapangan pada tanggal 11 Juli 2016.
2. Tahap Pelaksanaan
Praktikan melaksanakan PKL di Unit Pelayanan Pajak Daerah
Cakung Jakarta Timur dimulai pada tanggal 11 Juli 2016 sampai
dengan 9 September 2016 yang dilaksanakan setiap hari kerja, pada
hari senin sampai Jumat dimulai pukul 07.30 sampai dengan pukul
16.00 WIB dan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan
pukul 13.00 WIB dan pada hari jumat pada pukul 07.30 sampai
dengan pukul 16.30 WIB dengan waktu istirahat pada pukul 11.30
sampai dengan 13.00 WIB. Setiap harinya sebelum melakukan
8aktivitas dilakukan adanya pengarahan dari pelaksanaan setiap
bagian.
3. Tahap Pelaporan
Praktikan menyusun laporan PKL untuk menyelesaikan mata
kuliah PKL dan memenuhi syarat kelulusan Program Studi Diploma
III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
Praktikan mempersiapkan laporan PKL di awal bulan September
2016 dan selesai di bulan Oktober 2016
9BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN
A. Sejarah Unit Pelayanan Pajak Daerah Cakung Jakarta Timur
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH
Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit
Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak.
1. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah yaitu
Drs.H.Suyono,M.Si
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib
kepada  daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang tidak
mendapatkan imbalan  secara langsung
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan PBB-P2 adalah Pajak atas bumi
Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki ,dikuasai dan/atau
dimanfaatkan untuk kegiatan usaha perkebunan,perhutanan dan
pertambangan
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
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2.1 Pembentukan
1. Dengan Peraturan Gubernur Ini Dibentuk UPPD.
2. UPPD Dibentuk Berdasarkan Potensi Pajak Daerah Pada Wilayah Kecamatan.
2.2 Kedudukan UPPD
1. UPPD Merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Dalam
Pelaksanaan Pelayanan Seluruh Pajak Daerah Sesuai Kewenangannya, Kecuali
Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Rokok.
2. UPPD Dipimpin Oleh Seorang Kepala Unit Yang Berkedudukan Di bawah dan
Bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas.
3. Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya UPPD Dikoordinasikan Oleh Suku
Dinas Pelayanan Pajak Sesuai Lingkup Wilayah Kerjanya.
2.3 Tugas UPPD
1. UPPD Mempunyai Tugas Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah Sesuai
Kewenangannya
2. Untuk menyelenggarakan tugas UPPD mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran UPPD
b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPPD
c. Penyusunan Bahan Pedoman,Standar,dan Prosedur Teknis UPPD
d. Pemberian Informasi Perpajakan Daerah
e. Pelaksanaan,Pendaftaran,Penetapan,Penilaian,dan Pendataan Pajak Daerah
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f.  Pendaftaran Pengukuhan dan Penatausahaan Subjek dan Objek Pajak Daerah
g. Pelayanan Permohonan Pembebasan, Pengurangan, Pembetulan, Pembatalan,
Penghapusan dan Keberatan Pajak Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya
h. Penegakan Ketentuan dan Peraturan Perpajakan Daerah
i.  Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan UPPD
j.  Pelaksanaan Koordinasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Pada Lingkup
Kecamatan
k. Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Pada Lingkup Kecamatan
l. Pengelolaan Kepegawaian,Keuangan dan Barang UPPD
m. Pelaksanaan Publikasi Kegiatan dan Pengaturan Acara UPPD
n.  Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPPD
2.4 Tata Kerja
1. Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya UPPD Wajib Taat dan
Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2.  Kepala UPPD Mengembangkan Koordinasi dan Kerja Sama Dengan
SKPD/UKPD dan/atau Instansi Terkait Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja
dan Memperlancar Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPPD.
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2.5 Kepegawaian
1. Pegawai pada UPPD Merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
a. Pegawai Negeri Sipil
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
2. Pengelolaan Kepegawaian Dilaksanakan Sesuai Dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Tentang Aparatur Sipil Negara.
3.  Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian UPPD Mendapat Pembinaan
Dari Sekretaris Daerah Melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB Sebagai
Bagian Dari Pembinaan Kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak.
2.6 Keuangan
1. Belanja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPPD Dibebankan Pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pengelolaan Belanja Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Perundang- Undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.
3. Pendapatan Yang Bersumber Dari Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
UPPD Merupakan Pendapatan Daerah.
4.  Pengelolaan Pendapatan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan
Peraturan Perundang- Undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah
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2.7 Aset
1. Aset Yang Dipergunakan Oleh UPPD Sebagai Prasarana dan Sarana Kerja
Merupakan Aset Daerah Dengan Status Kekayaan Daerah Yang Tidak
Dipisahkan.
2.  Pengelolaan Aset atau Prasarana dan Sarana Kerja Dilaksanakan Sesuai
Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Keuangan
Negara/Daerah dan Pengelolaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2.8 Pelaporan dan Akuntabilitas
1. UPPD Menyusun dan Menyampaikan Laporan Berkala Tahunan, Semester,
Triwulan, Bulanan dan/atau Sewaktu-Waktu Kepada Kepala Dinas









Pengawasan Terhadap UPPD Dilaksanakan Oleh :
a. Lembaga Negara Yang Mempunyai Tugas Memeriksa Pengelolaan dan
Tanggung Jawab dan Keuangan Negara
b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Unit Pelayanan Pajak Daerah Cakung mempunyai Visi dan Misi yaitu sebagai
berikut:
a. Visi Unit Pelayanan Pajak Daerah Pajak Cakung Jakarta Timur
Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.
b. Misi Unit Pelayanan Pajak Daerah Cakung Jakarta Timur
1. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif
2. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan
melaksanakan penyuluhan peraturan daerah pajak daerah serta
menyelesaikan permasalahan hukum pajak daerah
3. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan
pelayanan pajak daerah
4. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia,
sarana prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta
perencanaan anggaran dan program dinas
5. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pelayanan pajak daerah
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah
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B. Struktur Organisasi
Dalam Pelaksanaan PKL, praktikan melaksanakan di Unit Pelayanan
Pajak Daerah Cakung Jakarta Timur. Adapun struktur organisasi dari
Dinas Pelayanan Pajak Jakarta tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 242 Tahun 2014 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Pasal 4 Ayat 2 yang
terdiri dari kepala dinas yang dibawahi oleh wakil kepala dinas, dengan
kepala dinas dan wakil kepala dinas maka dibawahi kembali dengan
sekretaris, beserta subbagian umum, kepegawaian, perencanaan, dan
anggaran, keuangan.
Selanjutnya, terdapat 4 bidang yang terdiri atas bidang perencanaan
dan pengembangan pajak daerah, bidang teknologi informasi pajak daerah,
bidang peraturan dan pelayanan hokum pajak daerah. Bagan struktur
organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada
Lampiran 2.
Unit Pelayanan Pajak Daerah Cakung Jakarta Timur memiliki struktur
organisasi. Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Cakung
Jakarta Timur terdiri dari kepala dinas, wakil kepala dinas, kepala unit
pelayanan pajak daerah. Selanjutnya, dibawahi oleh subbagian serta dua
satpel yaitu satpel luar dan satpel dalam, dan dibawahi oleh kelompok
jabatan fungsional. Bagan struktur Unit Pelayanan Pajak Daerah Cakung
Jakarta Timur dapat dilihat pada Lampiran 3. Berikut ini adalah penjelasan
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tugas dan Fungsi bagian didalam struktur Unit Pelayanan Pajak Daerah
Cakung Jakarta Timur :
1. Kepala Unit mempunyai tugas :
a. Memimpin dan Mengoordinasikan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPPD
b. Mengoordinasikan Pelaksanaan Tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan
Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional
c. Melaksanakan Koordinasi dan Kerja Sama dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta Dalam Rangka
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPPD
2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. Menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran UPPD
sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
UPPD sesuai dengan lingkup tugasnya
c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran UPPD
d. Melaksananakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPD
e. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur UPPD
f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPD
g. Melasanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPD
h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPD
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i. Menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan,
pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada UPPD
j. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan
kenyamanan kantor UPPD
k. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPD
l. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Kecamatan dan
Kelurahan sesuai dengan lingkup wilayahnya.
m. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan
serta akuntabilitas UPPD dan
n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Tata Usaha
3 . Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas:
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPD
sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
UPPD sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPD sesuai
dengan lingkup tugasnya.
d. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah.
e. Menerima, meneliti dan menatausahakan permohonan pendaftaran pajak
daerah.
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f. Menerima, meneliti, memvalidasi dan merekam pelaporan serta
pembayaran pajak daerah
g. Melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data pajak
daerah.
h. Memghitung dan memperhitungkan pajak terhutang.
i. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang.
j. Menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, tanda masuk /
karcis dan dokumen lain yang dipersamakan
k. Mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill / bon dan
dokumen lain yang dipersamakan.
l. Menatausahakan dan melaksanakan legalisasi peneng pajak reklame.
m. Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWD) dan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD).
n. Menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah.
o. Menerbitkan dan mengadministrasikan Surat Penetapan Pajak Terutang (
SPPT ) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan ( PBB-P2 ), Surat Ketetapan,
Surat Keputusan, dan Surat Tagihan Pajak Daerah termasuk salinannya.
p. Menerbitkan imbauan pembayaran dan pelaporan pajak daerah.
q. Menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan pembebasan,
pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, penghapusan,
pengurangan ketetapan pajak dan / atau sanksi administrasi pajak daerah
dan
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r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan
Pelaksana Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah
4 . Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah mempunyai tugas :
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPD
sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
UPPD sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPD sesuai
dengan lingkup tugasnya.
d. Melaksanakan pendataan, penilaian dan pemutakhiran data subjek dan
objek pajak daerah termsuk data geografis / spasial
e. Melaksanakan pengumpulan informasi data harga jual dan transsaksi.
f. Melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona Nilai
Tanah.
g. Melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan
pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan,
penghapusan dan mutasi perubahan data objek dan subjek pajak daerah.
h. Melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan pendaftaran
objek dan subjek pajak daerah.
i. Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah pada unit pelaksana
teknis dalam lingkup Kecamatan sesuai kewenangannya.
j. Melakukan penertiban bidang reklame.
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k. Menyimpan dan mendokumentasikan dokumen pendataan dan penilaian
pajak daerah.
l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan
Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah
C. Kegiatan Umum Unit Pelayanan Pajak Daerah Cakung Jakarta Timur
Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 63 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa Unit Pelayanan
Pajak Daerah Cakung Jakarta Timur mempunyai tugas melaksanakan
pemungutan pajak daerah cakung jakarta timur sesuai dengan
kewenangannya.
Lalu pada Pasal 4 ayat 2 menjelaskan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 Unit Pelayanan Pajak Daerah,
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
UPPD.
b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
UPPD.
c. Penyusunan bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPD.
d. Pemberian informasi perpajakan daerah.
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e. Pelayanan, pendaftaran, penetapan, penilaian dan pendataan pajak
daerah.
f. Pendaftaran, pengukuhan dan penatausahaan subjek dan objek
pajak daerah.
g. Pelayanan permohonan pembebasan, pengurangan, pembetulan,
pembatalan, penghapusan dan keberatan pajak daerah sesuai
dengan kewenangannya.
h. Penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah.
i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPD.
j. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pemungutan pajaka daerah pada
lingkup Kecamatan.
k. Penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pemungutan pajak
daerah pada lingkup Kecamatan.
l. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPD
m. Pelakasanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPD dan.




Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
A. Bidang Kerja
Selama melaksanakan kegiatan PKL di Unit Pelayanan Pajak Daerah
Cakung Jakarta Timur yang berlangsung selama dua bulan lebih, praktikan
ditempatkan di Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana Pelayanan dan
Penetapan Pajak Daerah, Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak
Daerah, Subkelompok Jabatan Fungsional dimana penempatan praktikan
selalu berubah setiap dua minggu sekali.
Subbagian Tata Usaha satuan kerja lini dalam pelaksanaan administrasi
UPPD, Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah merupakan
satuan kerja lini UPPD dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan
penetapan pajak daerah sesuai kewenangannya. Satuan Pelaksana
dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPPD. Satuan Pelaksana
Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah merupakan satuan kerja lini UPPD
dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah sesuai
kewenangannya. Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan
Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPPD.
23
Dalam rangka mengembangkan Profesi/Keahlian/Kompetensi Pejabat
Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional UPPD sebagai bagian dari
Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pelayanan Pajak. Subkelompok Jabatan
Fungsional dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
Di bawah ini adalah tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama
menjalani kegiatan PKL di Unit Pelayanan Pajak Daerah Cakung Jakarta Timur.:
Satuan Pelayanan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
1. Melayani WP yang ingin mengajukan Permohonan Salinan
SPPT PBB-P2,Pencetakan SPPT PBB-P2,Pemecahan SPPT PBB-P2,
Pendaftaran Objek Pajak Bangunan SPPT PBB-P2,Pembetulan SPPT PBB-P2
Pendaftaran Objek  Pajak Baru SPPT PBB-P2
Satuan Pelayanan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah
2. Mengisi berita acara penertiban pajak reklame.
3. Melayani WP untuk mengisi Surat Pemberitahuan Objek
Pajak Daerah.
4. Menulis Nomor Surat dan Tanggal Surat Perintah Bongkar Sendiri (SPBS)
Reklame
5. Menulis Nomor Surat dan Tanggal Surat kepada Kepala Kantor PTSP
Administrasi Jakarta Timur
6. Membuat Pendataan Reklame Foto dan Lokasi Masih Terpasang Ratu Plaza di
Microsoft Word
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7. Membuat Pendataan Reklame Foto dan Lokasi Terpasang Senayan City di
Microsoft Word
Subbagian Tata Usaha
8. Memasukkan daftar hasil pendataan reklame indoor mall di excel
B. Pelaksanaan Kerja
Dalam pelaksanaan kerja di Unit Pelayanan Pajak Daerah Cakung Jakarta
Timur,praktikan harus memahami alur kerja yang digunakan dan memahami
berkas-berkas yang akan digunakan selama PKL.Praktikan dituntut memiliki
ketelitian dan pemahaman yang cukup dalam mengerjakan tugas-tugas yang
diberikan.
Praktikan memulai kegiatan PKL pada tanggal 11 Juli hingga 26 Juli 2016 di
bagian Satuan Pelaksana Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.Tanggal 27 Juli
2016 Agustus hingga 29 Agustus 2016 praktikan dipindahkan di bagian Satuan
Pelaksana dan Penilaian Pajak Daerah.Dan Pada Tanggal 29 Agustus hingga 9
September 2016 praktikan ditempatkan di Subbagian Tata Usaha.
Setiap hari pertama ditempatkan di Satuan Pelaksana/Subbag yang ada,
praktikan harus menemui Kepala Satuan Pelaksana/Subbag terlebih dahulu untuk
diberikan pengarahan.Setelah menemui Kepala Satuan Pelaksana/Subbag
selanjutnya praktikan diperkenalkan kepada pegawai yang ada di Satuan
Pelaksana/Subbag tersebut.Praktikan dibimbing terlebih dahulu sebelum
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melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh para pegawai maupun Kepala Satuan
Pelaksana.
Berikut tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama melaksanakan
kegiatan PKL di Unit Pelayanan Pajak Daerah Cakung Jakarta Timur sesuai
dengan Satuan Pelaksana/Subbag-nya:
1. Satuan Pelayanan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
Praktikan ditempatkan di Satuan Pelayanan Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada minggu pertama sampai minggu ketiga.
1. Melayani WP yang ingin mengajukan Permohonan Salinan SPPT PBB-P2
Cara untuk mengajukan Salinan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang). Alasan untuk mengajukan Salinan ini sangat banyak antara lain
: SPPT yang belum diterima, tercecer, hilang, rusak, terbakar, basah dan
lain lain.
Pada Satuan Pelayanan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah praktikan
ditugaskan untuk melayani WP yang ingin mengajukan Salinan SPPT
PBB-P2
Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:
a. Langkah pertama praktikan mempersiapkan formulir Permohonan
Salinan SPPT PBB-P2 untuk diberikan kepada WP
b. Kedua WP mengisi formulir Permohonan Salinan SPPT PBB-P2 yang
terdiri dari tahun pajak, nomor objek pajak, nama wajib pajak, luas
objek pajak, kelurahan/kecamatan, luas bumi/bangunan, alamat
pemohon.
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c. Ketiga WP  harus melengkapi persyaratan data-data pendukung yang
ada di formulir Permohonan SPPT PBB-P2 untuk di proses seperti
surat permohonan tertulis dari wajib pajak/dikuasakan, fotokopi ktp
wajib pajak, fotokopi ktp pemberi kuasa dan penerima kuasa,surat
kuasa diatas materai dan fotokopi ktp kuasa(bila dikuasakan), fotokopi
sppt pbb-p2, tidak memiliki tunggakan pbb-p2, tahun pajak
sebelumnya, surat pernyataan asli dokumen.
d. Keempat WP harus membayar tagihan yang tertera di Salinan SPPT
PBB-P2 untuk dibayarkan ke BANK DKI terdekat
(Lampiran 5, hal 49)
2. Melayani WP yang ingin mengajukan Pencetakan SPPT PBB-P2
Pada Satuan Pelayanan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah praktikan
ditugaskan untuk melayani WP yang ingin mengajukan Pencetakan SPPT
PBB-P2
Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:
a. Langkah pertama praktikan mempersiapkan formulir Permohonan
Pencetakan SPPT PBB-P2 untuk diberikan kepada WP.
b. Kedua WP mengisi formulir Permohonan Pencetakan SPPT PBB-P2
yang terdiri dari tahun pajak, nama wajib pajak, alamat wajib pajak,
nomor objek pajak, alamat letak objek pajak, kelurahan/kecamatan,
luas bumi/bangunan, alasan pemohon.
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c. Ketiga WP harus melengkapi persyaratan data-data pendukung yang
ada di formulir Permohonan Pencetakan SPPT PBB-P2 untuk di proses
seperti surat permohonan dari wajib pajak,  fotokopi ktp pemberi
kuasa, surat kuasa diatas materai dan fotokopi ktp kuasa(bila
dikuasakan), fotokopi sppt pbb-p2, melampirkan fotokopi bukti
pembayaran dari bank dan tidak memiliki tunggakan pbb-p2 tahun-
tahun pajak sebelumnya.
d. Keempat WP harus membayar tagihan yang tertera di Pencetakan
SPPT PBB-P2 untuk dibayarkan ke BANK DKI terdekat.
(Lampiran 6, hal 50)
3. Melayani WP yang ingin mengajukan Pemecahan SPPT PBB-P2
Pemecahan SPPT PBB-P2 kenapa harus dipecah karena ada pemindahan
hak sebagian karena ada transaksi jual beli,atau pembagian harta
waris,wakaf sebagian.
Pada Satuan Pelayanan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah praktikan
ditugaskan untuk melayani WP yang ingin mengajukan Pemecahan SPPT
PBB-P2
Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:
a. Langkah pertama praktikan memberikan formulir Permohonan
Pemecahan SPPT PBB-P2 untuk diberikan kepada WP.
b. Kedua WP mengisi formulir Permohonan Pencetakan SPPT PBB-P2
yang terdiri dari tahun pajak, nama wajib pajak lama, nama wajib
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pajak baru, alamat wajib pajak, nomor objek pajak, alamat letak objek
pajak, kelurahan/kecamatan, luas bumi/bangunan.
c. Ketiga WP harus melengkapi persyaratan data-data pendukung yang
ada di formulir Permohonan Pemecahan SPPT PBB-P2 untuk di proses
seperti surat permohonan dari wajib pajak, fotokopi ktp pemberi kuasa
dan penerima kuasa, surat kuasa diatas materai dan fotokopi ktp
kuasa(bila dikuasakan), SPOP dan LSOP diisi dengan
benar,jelas,lengkap,dan sudah ditandatangani, surat keterangan PM 1
dari kelurahan, fotokopi sppt pbb-p2, tidak memiliki tunggakan pbb-
p2 tahun-tahun pajak sebelumnya, fotokopi bukti kepemilikan
(sertifikat tanah/surat kavling/girik), fotokopi surat pengalihan hak
(akte jual beli/hibah/waris/lelang), fotokopi SSPD BPHTB(apabila
sudah bersertifikat), fotokopi izin mendirikan bangunan/izin
penggunaan bangunan , fotokopi objek pajak(foto tanah/bangunan),
surat pernyataan keaslian dokumen bermaterai Rp 6000.
d. Keempat WP harus membayar tagihan yang tertera di Pemecahan
SPPT PBB-P2 untuk dibayarkan ke BANK DKI terdekat.
(Lampiran 7, hal 51)
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4. Melayani WP yang ingin mengajukan Pendaftaran Objek Pajak Bangunan
SPPT PBB-P2
Pada Satuan Pelayanan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah praktikan
ditugaskan untuk melayani WP yang ingin mengajukan Pendaftaran Objek
Pajak Bangunan SPPT PBB-P2
Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:
a. Langkah pertama praktikan memberikan formulir Permohonan
Pendaftaran Objek Pajak Bangunan SPPT PBB-P2 untuk diberikan
kepada WP.
b. Kedua WP mengisi formulir Permohonan Pendaftaran Objek Pajak
Bangunan SPPT PBB-P2 yang terdiri dari tahun pajak, nama wajib
pajak, alamat wajib pajak, nomor objek pajak, alamat letak objek
pajak, kelurahan/kecamatan, luas bumi/bangunan, alasan pemohon.
c. Ketiga WP harus melengkapi persyaratan data-data pendukung yang
ada di formulir Permohonan Pemecahan SPPT PBB-P2 untuk diproses
seperti surat permohonan dari wajib pajak, fotokopi ktp pemberi kuasa
dan penerima kuasa, surat kuasa diatas materai dan fotokopi ktp
kuasa(bila dikuasakan), SPOP dan LSOP diisi dengan
benar,jelas,lengkap,dan sudah ditandatangani, asli SPPT PBB-P2,
tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak sebelumnya, ,
fotokopi bukti kepemilikan (sertifikat tanah/surat kavling/girik),
fotokopi surat pengalihan hak (akte jual beli/hibah/waris/lelang),
fotokopi SSPD BPHTB(apabila sudah bersertifikat), fotokopi izin
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mendirikan bangunan/izin penggunaan bangunan, fotokopi objek
pajak(foto tanah/bangunan), surat pernyataan keaslian dokumen
bermaterai Rp 6000.
d. Keempat WP harus membayar tagihan yang tertera di Pendaftaran
Objek Pajak Bangunan  SPPT PBB-P2 untuk dibayarkan ke BANK
DKI terdekat
(Lampiran 8, hal 52)
5. Melayani WP yang ingin mengajukan Pembetulan SPPT PBB-P2
Pada Satuan Pelayanan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah praktikan
ditugaskan untuk melayani WP yang ingin mengajukan Pembetulan SPPT
PBB-P2
Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:
a. Langkah pertama praktikan memberikan formulir Permohonan
Pembetulan SPPT PBB-P2 untuk diberikan kepada WP.
b. Kedua WP mengisi formulir Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2
yang terdiri dari nama wajib pajak, alamat wajib pajak, nomor objek
pajak, alamat letak objek pajak, kelurahan/kecamatan, luas
bumi/bangunan.
c. Ketiga WP harus melengkapi persyaratan data-data pendukung yang
ada di formulir Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2 untuk di
proses seperti surat permohonan dari wajib pajak, fotokopi ktp
pemberi kuasa dan penerima kuasa, surat kuasa diatas materai dan
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fotokopi ktp kuasa(bila dikuasakan), SPOP dan LSOP diisi dengan
benar,jelas,lengkap,dan sudah ditandatangani, asli SPPT PBB-P2, surat
keterangan PM 1 dari kelurahan, tidak memiliki tunggakan pbb-p2
tahun-tahun pajak sebelumnya, fotokopi bukti kepemilikan (sertifikat
tanah/surat kavling/girik), fotokopi surat pengalihan hak (akte jual
beli/hibah/waris/lelang), fotokopi SSPD BPHTB(apabila sudah
bersertifikat), fotokopi izin mendirikan bangunan/izin penggunaan
bangunan, fotokopi objek pajak(foto tanah/bangunan), surat
pernyataan keaslian dokumen bermaterai Rp 6000.
d. Keempat WP harus membayar tagihan yang tertera di Pembetulan
SPPT PBB-P2 untuk dibayarkan ke BANK DKI terdekat
(Lampiran 9, hal 53)
6. Melayani WP yang ingin mengajukan Pendaftaran Objek Pajak Baru
SPPT PBB-P2
Pada Satuan Pelayanan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah praktikan
ditugaskan untuk melayani WP yang ingin mengajukan Pendaftaran Objek
Pajak Baru SPPT PBB-P2
Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:
a. Langkah pertama praktikan memberikan formulir Permohonan
Pendaftaran Objek Pajak Baru SPPT PBB-P2 untuk diberikan kepada
WP.
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b. Kedua WP mengisi formulir Permohonan Pendaftaran Objek Pajak
Baru SPPT PBB-P2 yang terdiri dari tahun pajak, nama wajib pajak,
alamat wajib pajak, alamat letak objek pajak, kelurahan/kecamatan,
luas bumi/bangunan, alasan pemohon.
c. Ketiga WP harus melengkapi persyaratan data-data pendukung yang
ada di formulir Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru SPPT
PBB-P2 seperti surat permohonan dari wajib pajak, fotokopi ktp
pemberi kuasa dan penerima kuasa, surat kuasa diatas materai dan
fotokopi ktp kuasa(bila dikuasakan), SPOP dan LSOP diisi dengan
benar,jelas,lengkap,dan sudah ditandatangani, fotokopi bukti
kepemilikan (sertifikat tanah/surat kavling/girik), surat pernyataan
tidak sengketa dari kelurahan, surat keterangan PM 1 dari
kelurahan/kecamatan, fotokopi SPPT PBB tetangga, fotokopi surat
pengalihan hak (akte jual beli/hibah/waris/lelang), fotokopi SSPD
BPHTB(apabila sudah bersertifikat), fotokopi izin mendirikan
bangunan/izin penggunaan bangunan, fotokopi objek pajak(foto
tanah/bangunan), surat pernyataan keaslian dokumen bermaterai Rp
6000.
d. Keempat WP harus membayar tagihan yang tertera di Pendafaran
Objek Pajak Baru SPPT PBB-P2 untuk dibayarkan ke BANK  DKI
terdekat.
(Lampiran 10, hal 54)
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2.  Satuan Pelayanan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah
Praktikan ditempatkan di Satuan Pelaksana Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada minggu pertama sampai minggu ketiga.
1. Mengisi berita acara penertiban reklame
Mengisi berita acara penertiban reklame dilakukan saat pembongkaran
reklame.untuk mengetahui apakah reklame terdaftar atau tidak di unit
pelayanan pajak daerah.
Pada Satuan Pelayanan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah praktikan
ditugaskan untuk mengisi berita acara penertiban reklame
Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:
a. Langkah pertama praktikan disuruh mengisi berita acara
penertiban reklame oleh pegawai unit pelayanan pajak daerah
(UPPD)
b. Kemudian praktikan mengisi berita acara penertiban reklame
seperti nama penyelenggara reklame, alamat penyelenggara
reklame, teks reklame, lokasi pemasangan, ukuran, status lokasi
pemasangan, bentuk, tinggi, keterangan, ttd, nama petugas.
c. Ketiga praktikan menyerahkan kembali form berita acara
penertiban reklame kepada pegawai bagian reklame bahwa
pekerjaan sudah selesai.
(Lampiran 11, hal 55)
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2. Melayani WP  untuk mengisi Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Pada Satuan Pelayanan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah
praktikan ditugaskan untuk melayani WP untuk mengisi Surat
Pemberitahuan Objek Pajak Daerah
Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:
a. Langkah pertama praktikan diberikan oleh pegawai bagian reklame
formulir surat pendaftaran objek pajak daerah (SPOPD) untuk
diberikan kepada WP.
b. Kedua WP mengisi formulir surat pendaftaran objek pajak daerah
(SPOPD) seperti data pemilik, data wajib pajak, data reklame,
keterangan lain-lain.
c. Kemudian persyaratan tersebut di proses untuk melakukan
pemasangan reklame.
(Lampiran 12, hal 56)
3. Menulis Nomor Surat dan Tanggal Surat Perintah Bongkar Sendiri (SPBS)
Reklame
Pada Satuan Pelayanan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah
praktikan ditugaskan untuk Menulis Nomor Surat dan Tanggal Surat
Perintah Bongkar Sendiri (SPBS)
Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:
a. Langkah pertama praktikan diberikan oleh pegawai bagian reklame
surat perintah bongkar sendiri (SPBS)
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b. Kedua praktikan disuruh mengisi nomor surat dan tanggal surat
perintah bongkar sendiri (SPBS).
c. Ketiga praktikan menyerahkan kembali surat tersebut kepada
pegawai bagian reklame bahwa pekerjaan sudah selesai.
(Lampiran 13, hal 58)
4. Menulis Nomor Surat dan Tanggal Surat yang ditujukan kepada  Kepala
Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur
Pada Satuan Pelayanan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah
praktikan ditugaskan Menulis Nomor Surat dan Tanggal Surat yang
ditujukan kepada Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta
Timur
Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:
a. Langkah pertama praktikan diberikan oleh pegawai surat untuk
penyelenggaraan reklame PT Rajawali Media.
b. Kedua praktikan disuruh mengisi nomor surat dan tanggal surat
untuk penyelenggaraan reklame PT Rajawali Media.
c. Ketiga praktikan menyerahkan kembali surat tersebut kepada
pegawai bagian reklame bahwa pekerjaan sudah selesai.
(Lampiran 14, hal 59)
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5. Membuat Pendataan Reklame Foto dan Lokasi Masih Terpasang Ratu
Plaza di Microsoft Word
Pada Satuan Pelayanan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah
praktikan ditugaskan Pada Satuan Pelayanan Pendataan dan Penilaian
Pajak Daerah praktikan ditugaskan Membuat Pendataan Reklame Foto
dan Lokasi Masih Terpasang Ratu Plaza di Microsoft Word
Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:
a. Langkah pertama praktikan membuka microsoft word
b. Kedua praktikan memasukkan foto masih terpasang ratu plaza di
microsoft word
c. Ketiga praktikan membuat pendataan reklame masih terpasang ratu
plaza di Microsoft Word yaitu Teks Reklame, Alamat Reklame,
Ukuran, Kondisi, Nama Pemilik, Alamat Pemilik
d. Keempat praktikan menyerahkan kembali hasil pendataan
reklamefoto dan lokasi masih terpasang ratu plaza di Microsoft Word
pada pegawai bagian reklame bahwa pekerjaan sudah selesai.
(Lampiran 15, hal 60)
6. Membuat Pendataan Reklame Foto dan Lokasi Sudah Terpasang Senayan
City di Microsoft Word
Pada Satuan Pelayanan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah
praktikan ditugaskan Pada Satuan Pelayanan Pendataan dan Penilaian
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Pajak Daerah praktikan ditugaskan Membuat Pendataan Reklame Foto
dan Lokasi Sudah Terpasang Senayan City pada Microsoft Word
Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:
a. Langkah pertama praktikan membuka microsoft word
b. Kedua praktikan memasukkan foto di Microsoft Word
c. Ketiga praktikan membuat pendataan reklame sudah terpasang
senayan city di Microsoft Word yaitu Teks Reklame, Alamat
Reklame, Ukuran, Kondisi, Nama Pemilik, Alamat Pemilik
d. Keempat praktikan menyerahkan kembali hasil pendataan
reklamefoto dan sudah terpasang senayan city di Microsoft Word
pada pegawai bagian reklame bahwa pekerjaan sudah selesai.
(Lampiran 16, hal 61)
3. Subbagian Tata Usaha
Seminggu terakhir melakukan PKL praktikan ditempatkan di Subbagian Tata
Usaha.Pada bagian praktikan diberikan tugas sebagai berikut:
a. Membuat daftar hasil pendataan hasil reklame indoor mall di Microsoft
Excel
Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:
a. Langkah Pertama Praktikan Membuka Microsoft Excel
b. Kedua Praktikan membuat daftar hasil pendataan reklame indoor mall
di microsoft excel yang terdiri dari nomor, objek mall, jumlah reklame
yaitu papan,neon box, videotron, dan total
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c. Ketiga praktikan menyerahkan kembali daftar hasil pendataan reklame
indoor mall pada pegawai bagian reklame bahwa pekerjaan sudah
selesai.
(Lampiran 17, hal 70)
C. Kendala Yang Dihadapi
Dalam melakukan hal yang baru pasti akan mempunyai kendala yang  harus dihadapi
oleh setiap orang. Begitu juga dengan Praktikan yang mengalami kendala dalam
melaksanakan praktik kerja lapangan. Praktikan berusaha untuk menyesuaikan keadaan
lingkungan tempat Praktikan kerja lapangan. Sering Praktikan mengalami kesulitan dalam
melaksanakan PKL, seperti di bawah ini:
a. Praktikan mengalami masalah dengan jaringan komputer yang
menghambat kinerja praktikan, saat mengoperasikan jaringan terkadang
mengalami gangguan.
b. Masih sulit beradaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru.
c. Situasi kerja yang menuntut praktikan untuk bisa cepat dan benar dalam
mengerjakan tugas yang diberikan.
d. Pada waktu sibuk mentor jarang mengasih amanah pekerjaan.
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D. Cara Mengatasi Kendala
Agar tidak terus menerus terganggu dengan kendala-kendala yang dihadapi,
Praktikan berusaha mengatasi kendala yang ada agar dapat mengerjakan pekerjaan
dengan baik.
Adapun cara mengatasi kendala tersebut adalah:
a. Praktikan harus aktif bertanya bagaimana cara mengoperasikan  kembali
jaringan yang bermasalah . Selanjutnya praktikan diberikan tempat dan
komputer lain untuk sementara waktu menunggu beroperasinya jaringan
pada komputer praktikan.
b. Praktikan berusaha bersikap ramah dan tidak segan  menyapa  kepada
pegawai lain jika bertemu.
c. Praktikan berusaha untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan benar.





Kegiatan PKL yang dilakukan di Unit Pelayanan Pajak Daerah Cakung Jakarta
Timur, selama dua bulan praktikan mendapatkan banyak pelajaran yang tidak
didapatkan dibangku perkuliahan seperti pentingnya kedisiplinan yang tinggi,
tanggung jawab, sopan santun, dan lain-lain yang sifatnya berhubungan dengan
etika.Dalam hal ini pembelajaran tersebut sangatlah berguna untuk kedepannya
atau sebagai bekal dalam bersosialisasi lingkungan dunia kerja.
Selama melakukan PKL di Unit Pelayanan Pajak Daerah Cakung Jakarta Timur,
praktikan dapat memberikan kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan yaitu :
a. Praktikan dapat menjalankan kegiatan operasional yang berlangsung pada
setiap Satuan Pelayanan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah,Satuan
Pelayanan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah dan Subbagian Tata
Usaha di Unit Pelayanan Pajak Daerah Cakung Jakarta Timur, yaitu
bidang perpajakan;
b. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan memberikan hasil yang positif bagi
Praktikan, karena dapat mengetahui lingkungan kerja yang sesunguhnya.
c. Praktek Kerja Lapangan merupakan kewajiban yang dilakukan oleh
mahasiswa Program Studi DIII Akuntansi untuk salah satu syarat
mendapatkan gelar Ahli Madya.
d. Sikap para karyawan setempat yang ramah dan kekeluargaan selama
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Praktikan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Pajak
Daerah, membuat Praktikan merasa nyaman dan merasa tertolong dalam
melakukan pekerjaan.
B. Saran
1. Saran Bagi Praktikan :
a. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri dari segi akademik maupun
keterampilan agar dapat mendukung pelaksanaan PKL;
b. Praktikan harus bisa lebih disiplin terhadap waktu dan penampilan;
c. Praktikan harus terus belajar agar memiliki keterampilan sesuai dengan
kebutuhan dunia kerja.
2. Saran Bagi Universitas Negeri Jakarta :
a. Memberikan gambaran awal sebelum melakukan kegiatan PKL;
b. Universitas Negeri Jakarta agar menjalin hubungan yang baik dengan
perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan agar proses pelaksanaan
PKL dapat berjalan dengan baik dikemudian hari.
c. Perusahaan lebih membuka diri terhadap mahasiwa-mahasiwa yang
berminat untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan. Hendaknya PKL
Praktikan dapat menjadi jalan pembuka bagi mahasiswa-mahasiswa lain
yang berminat melakukan PKL.
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Lampiran 18: Penilaian PKL
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Lampiran 20 : Daftar hasil pendataan reklame indoor
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